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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam BAB II kesimpulan yang dapat 

ditarik yaitu pelaku perbuatan pencabulan dalam hal ini masih dibawah 12 

tahun akan dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan bimbingan 

dan pemantauan oleh orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 

dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. 

Kepolisian Resor Bantul  dengan mengeluarkan Berita Acara Pengambilan 

Keputusan Anak Pelaku Dibawah 12 (dua belas) tahun surat permohonan 

Nomor B/1943/XII/2020/Reskrim yang telah disetujui oleh Ketua 

Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Desember 2020 menyebutkan bahwa 

kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus pencabulan 

anak dibawah umur yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri 

berarti kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan penyelesaiannya secara hukum 

dengan menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 

12 (Dua Belas) Tahun. Jika dalam kasus pencabulan pada anak dibawah 

umur yang pelakunya adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) 

tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan 

dan pidana yang penyelesaiannya dapat secara hukum, hal tersebut 
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dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

B. Saran 

Terjadinya kasus pencabulan yang terjadi di Bantul cenderung 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, diharapkan agar Unit PPA 

Kepolisian Resor Bantul dapat memperbanyak penyidik dalam menangani 

kasus pencabulan pada anak agar kasus yang sedang ditangani cepat 

terselesaikan. Anak dibawah umur yang masih dalam pemantauan oleh 

orangtuanya harus diperhatikan dalam pergaulan di lingkungannya karena 

sudah kewajiban orangtua untuk mendidik, membimbing, dan memberikan 

nasihat kepada anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Masyarakat 

diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak karena di 

zaman sekarang teknologi semakin maju. Selain itu pendidikan moral pada 

anak-anak dianggap sangat penting karena menjadi acuan untuk anak 

berkembang.  
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